PUTUSAN
Nomor 200/Pdt.G/2012/PA. Pare
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

i

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai

gugat yang diajukan oleh :

Nidya P
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat
kediaman di Jalan Opu Dg. Siraju RT.002 RW. 001 No. 16, Kelurahan

Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepar

sebagai penggugat,

melawan

riaan Anak Buah

1yaail nllax 883

olihin, umur 19 tahun, agama Islam, peke

Kapal (ABK), pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di

Jalan Lapakaka, Bojo Baru RT.002 RW. 002, kelurahan Bojo Baru,

Kecamatan Mallusetasi,
sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah membaca surat-surat perkara.

Seielah mendengar keierangan penggugati.
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Disclaimer
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DUDUK PERKARANYA

banwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal i juni 2012,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan
register perkara Nomor 200/Pdt.G/2012/PA Pare tanggal 1 Juni 2012, yang

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 jJuli 2011, penggugat dengan tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 248 / 36 / VII / 2011,

Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup

bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang

terakhir di rumah orang tua penggugat Jl. Opu Dg. Siraju Parepare
selama 2 bulan.

Bahwa dari
seorang anak bernama Muhammad Rafa Prayoga bin Sopyan, umur 4

bulan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
Bahwa keadaan rumah tangga pengeugat dengan

berjalan rukun dan baik, tetapi bulan Oktober 2011 antara penggugat

dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

menjadi tidak harmonis lagi.

Bahwa persclisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan
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a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat

karena tergugat

1 alag hekeria / tidak nunva pekeriaan tetan.
o w@ias bexelja [ ek PRt e Ljctet r

)

b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk

disembuhkan.
her ian vano waiar kenada nencouoat
¢. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat

sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa

keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa

kesepian.
d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain

6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

vooal 7 Nlovember 2011 vano sa:
nggal / Novembper ZU11 sa

yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak

ada keharn

tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi

mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Parepare cg majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Subsider:

Atau

S
Q.
D

apabila pengadilan berpendapat lain, mohon
seadil- adilnya.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah

datano n
datang menghadap dr

menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang

dibacakan dinersida

(8} o o
Ll L EIPRISIBeRigRth Bt b

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan

yang sah.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak

pernah hadir di persidangan.

Bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar

bersabar dan rukun kembali membina

namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat isinya tetap

dipertahankan oleh pen

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

248/36/VIl/2011, tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala

antor Ur oama ecamatan Oreano va Parepare i
Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, i

yang dib
7 O
materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.
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Bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang masin,
agamanya masing-masing, yaitu:

1. H. Santoso, S. Sos bin Salman, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri
karena penggugat adalah anak kandung saksi;

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama

ina ] riimah no tua
membina rumah tangga dirumah orang fua

orang tua tergugat secara bergantian;

- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih

- bahwa menurut keterangan penggugat pada saksi penyebab pisahnya

penggugat dan tergugat karena tergugat berselingkuh dengan

neremmniian
P

lain;
;

- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung penggugat

dan tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah

berhasil.

2. Hj. Fatmawati binti Latulung, memberikan keterangan yang pada

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak
kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama

dirumah oran

mah orang tua penggugat dan dirumah orang tua tergu

TTOU T O e At = S OO
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- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang

- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih
dan bertengkar namun menurut cerita penggugat pada saksi penyebab

b nie: na teronio: erino meninooalkan

= SEEEE SR RARE TS TTOTTT TN S S - e

penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tidak pernah

memberikan nafkah yang layak pada penggugat;

- bahwa nenoonoat dan tercuoat sudah nernah didamaikan akan tetani
=Paivia, PRiipotaft el IEinpiaat ailan e -
tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah

berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan
resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata

pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, peroses untuk

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di

nersidanoan namun demikian maielis hakim tetan berusaha menasehati
persidangan, nary T s hakim tetap berus menaser

win demikian maje P na atl
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penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan,

penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang
telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah
terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang
menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan

bherlakn

iKY, cootialid YAty

A

7

"no o RI
ang g RI

p

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan
penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung
dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat
dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian
terhadap tergugat di Pengadilan ¢

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi,

saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan

bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil

dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan

nembuktian

= IXLiALY,

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim

menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
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- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 19 Juli 2011 di Kota Parepa

- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9
(sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata

laXla Lot 4ias e

kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sulit untuk
dirukunkan, sehingga majelis hakim berkesimpulan telah terjadi

nartenckaran dan nere: antara nencoucat dan teroucat karena
T eeligidlalt ekt PE ntara penggugat dan tergugal, xarena

apabila telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara
keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus

ecah yang

3

invatakan terbukti rumah tanooa nenconuoat dan terouoa
nyatakan terbukti rumah tangga pengeou an a

i)
r

Q

ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat
tinggal dan penggugat menyatakan pula dalam persidangan bahwa
penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang

menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

A B b SRS ~

harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan

pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis

hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada

ooa tuiuan perkawina

n 12 untulk ruaks ¢ OO 11i113aNn N untuk membentuk
SRS TS Mg THRERENE TESNSER SaStoT YR B s E—

keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh
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pasal 1 Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka
sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif
yang terbaik.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal

perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan

teriadinva 1

Bty a4

an nertenokaran atau siana vano telah meninooal Y
an pertengxaran atau siapa yang elah meninggalxar

pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih

dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Nomor : 534

K/ AG /1996 Tancoal 18-64-1004)
S/ A5ef AP0 Langeas Ao-e )

Menimbang. bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1
tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai

suami istri jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah

dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan

. penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak

dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.

(2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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10

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006

dan nerubahan kedua LJ,,dano-TTnHan RI Nomor 50 Tahs

Sl Al KO 21108 29 td i ER Y

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera

a1 o1 ! vanag
avwaol DISlildaidal A D A <

Pencadilan Aocama Parenar
) LR 3 r

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk
didaftarka np erceraiannva dalam daftar vano disediakan u

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

undang RI Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan

TTndqnn’ undan

o RT
..... nncang Kl

Iomor 2 tahun 2006 certa neruthahan kedua Undano-

s JRV SN A LS

undang RI Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk

membayar biaya perkara ini.
Mengingat segala ketentuan

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

2 R/I;hﬂmhﬂﬂ( talak satis hain aunhrn terouoat

(.8 aruhicaan talak LR a2 N i o

penggugat Nidya Perinasanti binti H. Santoso, S. Sos

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk

Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis

hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012

Masehi bertepatan

1 18 Zulkaidah 1433 Hijrivah, oleh

Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Rusni, S.HL

dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

pada hari itu

it jnoa putusan tersebut diucankan
yda hari itu juga putusan ¢

ML STiL Vo it o

untuk umum yang dibantu oleh Drs. A. Istambul, sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

METERAIL {5

PAJAK MEMBANGUN BANGSA .
et 26 R o

52F89ABF243074040

ENAM RIBU RUPIAH

6 ,
* Rusni, S.HIL./ o Prs. M. Gunawan, MH.
=
Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Py

—l

Drs. A. Istambul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Perincian Biava Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

Jumlah Rp 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



